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ABSTRAK 
 

Implementasi prinsip kedaulatan negara dalam sengketa sumber daya alam di Laut Natuna 
Utara antara Indonesia dan China menimbulkan tantangan geopolitik dan hukum yang 
signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kedaulatan sebagaimana 
diatur dalam hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam penyelesaian konflik sumber daya. Dengan metode 
penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah perjanjian, 
hukum, dan yurisprudensi internasional yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana 
kedaulatan negara ditegakkan dalam sengketa zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas 
kontinen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan UNCLOS mendukung 
klaim ZEE Indonesia, klaim "nine-dash line" oleh China memperumit pelaksanaan kedaulatan, 
yang dapat menyebabkan pelanggaran atas hak kedaulatan Indonesia terhadap sumber daya 
alam di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas penegakan 
kedaulatan dalam wilayah maritim yang tumpang tindih, serta menyarankan pentingnya 
negosiasi diplomatik dan mekanisme arbitrase untuk menangani ambiguitas batas maritim. 
Temuan ini mengimplikasikan perlunya kerjasama internasional yang ditingkatkan dan 
kerangka hukum yang lebih jelas untuk menjaga perdamaian dan kepastian hukum di wilayah 
yang memiliki persaingan sumber daya tinggi. 
 
Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Sengketa Sumber Daya Alam, Laut Natuna Utara, UNCLOS 

 
 

ABSTRACT 
 

The implementation of state sovereignty principles in the North Natuna Sea natural resource dispute 
between Indonesia and China has raised significant geopolitical and legal challenges. This study aims to 
analyze the application of sovereignty principles as stipulated by international maritime law, 
particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in resolving resource 
conflicts. Using a normative legal research method and a case study approach, this research investigates 
relevant treaties, laws, and international jurisprudence to explore how state sovereignty is upheld in 
disputes over exclusive economic zones (EEZs) and continental shelves. Findings reveal that, despite 
UNCLOS provisions supporting Indonesia’s EEZ claims, China’s “nine-dash line” assertion 
complicates enforcement of sovereignty, leading to potential infringements on Indonesia’s sovereign 
rights over natural resources in the North Natuna Sea. This study highlights the complexities of 
enforcing sovereignty in overlapping maritime zones, suggesting the need for diplomatic negotiation 
and arbitration mechanisms to address ambiguities in maritime boundaries. The findings imply that 
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enhanced international cooperation and clearer legal frameworks are essential for sustaining peace and 
legal certainty in regions with high resource competition. 
 
Key Words: State Sovereignty, Natural Resource Dispute, North Natuna Sea, UNCLOS 

 
 

I.  Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang sangat strategis, baik dari sisi 
geopolitik maupun ekonomi, terutama karena potensi besar sumber daya alam yang 
ada di dalamnya. Kawasan ini kaya akan cadangan gas bumi dan merupakan jalur 
utama bagi aktivitas perdagangan internasional, dengan sekitar 30% dari total 
perdagangan global melewati perairan Laut Cina Selatan setiap tahunnya (ASEAN, 
2021)1. Kawasan ini juga berfungsi sebagai wilayah penangkapan ikan yang 
signifikan, dengan perkiraan produksi perikanan mencapai 1 juta ton per tahun, yang 
memiliki nilai ekonomis besar bagi Indonesia2. Cadangan gas yang terdapat di Blok 
Natuna Timur, yang diperkirakan mencapai 46 triliun kaki kubik, menambah 
pentingnya wilayah ini dalam hal ketahanan energi nasional. Potensi ekonomi yang 
besar ini membuat Natuna Utara menjadi wilayah yang tidak hanya diperebutkan 
untuk alasan ekonomi, namun juga memiliki kepentingan strategis dalam keamanan 
energi bagi Indonesia. 

Masalah yang muncul adalah klaim sepihak China atas wilayah ini berdasarkan 
“Nine-Dash Line,” sebuah batas maritim yang diklaim sebagai bagian dari wilayah 
penangkapan tradisional oleh pemerintah China. Berdasarkan survei yang dilakukan 
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), sekitar 45% dari patroli China di Laut 
Cina Selatan berlangsung di area yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, 
termasuk Laut Natuna Utara3. Klaim ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang 
kuat menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 
(UNCLOS), yang mengakui hak eksklusif Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Namun, China tetap melanjutkan 
klaimnya, yang mengakibatkan peningkatan insiden penangkapan ikan ilegal oleh 
nelayan China di kawasan Natuna Utara, serta peningkatan ketegangan militer antara 
kedua negara. 

Ketidakmampuan untuk mengatasi ketegangan ini melalui forum diplomatik 
ASEAN menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka kerja regional tersebut. 
Menurut survei ISEAS tahun 2020, 68% responden dari negara- negara ASEAN 
melihat China sebagai ancaman utama terhadap stabilitas regional, terutama terkait 
sengketa Laut Cina Selatan. Namun, hanya sekitar 35% dari negara anggota ASEAN 
yang mendukung posisi Indonesia secara terbuka dalam kasus Natuna, menyoroti 
adanya kepentingan yang saling bertentangan di antara negara-negara anggota 
ASEAN (ISEAS, 2020)4. Kurangnya konsensus regional ini menyulitkan Indonesia 

 
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

2020 (Jakarta, KKP, 2020). 
2 Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), China's maritime activities in the South China 

Sea (AMTI Report, 2021). 
3 ISEAS - Yusof Ishak Institute, State of Southeast Asia: Survey report, (ISEAS Publishing, 

2020). 
4 Badan Anggaran DPR, Laporan kinerja Badan Anggaran DPR 2021, (Jakarta, Badan 

Anggaran DPR, 2021). 
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untuk mendapatkan dukungan kolektif dalam mempertahankan kedaulatan dan hak 
ekonomi di perairan Natuna. 

Hingga saat ini, Indonesia telah mengajukan beberapa protes diplomatik 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh China, namun respons China cenderung 
tetap agresif. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, sejak 2016 
hingga 2021, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 20 nota protes diplomatik 
kepada pemerintah China, terkait pelanggaran kedaulatan di ZEE Natuna. Meskipun 
demikian, upaya diplomasi ini belum cukup untuk menghentikan pelanggaran- 
pelanggaran yang dilakukan oleh kapal patroli dan nelayan China, yang terus 
beroperasi di kawasan Natuna dengan dukungan armada penjaga pantai mereka. 

Sebagai respons, Indonesia mulai meningkatkan kemampuan pertahanan 
maritimnya di kawasan ini. Pada tahun 2021, Badan Anggaran DPR menyetujui 
peningkatan anggaran pertahanan maritim sebesar 30% yang sebagian besar 
dialokasikan untuk memperkuat armada TNI AL di kawasan Natuna (Badan 
Anggaran DPR, 2021)5. Selain itu, Indonesia juga melakukan peningkatan frekuensi 
patroli oleh Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan TNI AL di Laut Natuna Utara 
untuk menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan. Menurut 
laporan tahunan Bakamla, terjadi peningkatan frekuensi patroli sebesar 25% di 
perairan Natuna sejak 2019, yang berfokus pada pencegahan aktivitas penangkapan 
ikan ilegal dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing. 

Terkait implementasi prinsip kedaulatan negara, UNCLOS menetapkan bahwa 
negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya di 
ZEE mereka tanpa campur tangan pihak asing. Namun, dalam konteks Laut Natuna 
Utara, penerapan prinsip ini menjadi lebih kompleks akibat adanya 
ketidakseimbangan kekuatan militer antara Indonesia dan China. Meskipun 
UNCLOS secara tegas mengakui ZEE Indonesia, pengaruh politik dan militer China 
yang dominan di kawasan Asia Pasifik membuat Indonesia menghadapi tantangan 
serius dalam menegakkan kedaulatan. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya untuk 
mengevaluasi pendekatan hukum yang diambil Indonesia dalam mempertahankan 
kedaulatannya, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional dan 
diplomasi maritim sebagai alat untuk mengelola sengketa. 

Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan negara merujuk pada hak 
eksklusif suatu negara untuk mengelola dan mengontrol wilayahnya tanpa intervensi 
asing. UNCLOS, yang disepakati oleh lebih dari 150 negara termasuk Indonesia dan 
China, mengatur bahwa negara berhak mengelola ZEE sejauh 200 mil laut dari garis 
pantai. Namun, China tetap mengklaim area ini sebagai bagian dari wilayah 
maritimnya, yang bertentangan dengan ketentuan UNCLOS. Menurut data ASEAN, 
sekitar 70% dari perdagangan internasional Asia melewati Laut Cina Selatan, 
menjadikannya wilayah dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang tinggi. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pandangan umum 
mengenai sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan kompleksitas yang muncul dari 
klaim China. Studi oleh Fauzan pada tahun 20196 menyebutkan bahwa ketidakjelasan 
batas maritim yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 
mendorong ketegangan di kawasan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya 
diplomasi regional, namun menyoroti kelemahan ASEAN sebagai platform 
diplomasi karena perbedaan kepentingan antar anggota. Dari sisi hukum, UNCLOS 

 
5 Bank Indonesia, Laporan ekonomi kuartalan, (Jakarta, BI, 2020). 
6 Pramono, A., & Santoso. Y. “The role of international law in the South China Sea disputes: Case 

study of Indonesia”. Indonesian Journal of International Law, 18, No. 1, 34–50. 
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telah menjadi acuan utama dalam menentukan batas maritim dan hak atas sumber 
daya laut. Namun, ketidakmampuan untuk menegakkan prinsip hukum ini di 
hadapan kekuatan militer China menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum 
internasional yang diandalkan. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk 
meninjau pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui kebijakan domestik 
maupun penguatan aliansi regional. 

Selain itu, tendapat 2 (dua) penelitian lain yang juga membahas mengenai 
perlindungan terhadap Laut Natuna, yaitu penelitian yang ditulis oleh Jessica 
Angelina Anggraeni Purba dengan judul Perubahan Nama Laut Natuna Utara 
Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara7 dan 
penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti dengan judul Upaya 
Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional8. 
Terdapat pembeda diantara keduanya yaitu penelitian pertama membahas mengenai 
perubahan nama Laut Natuna Utara yang kemudian menimbukan kategangan 
dengan Tiongkok Sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada upaya 
penyelesaian berdasarkan hukum internasional yang dilakukan terkait sengketa 
Kepulauan Natuna antara Indonesia dan China. Pada kali ini, penulis lebih 
memfokuskan pada bagaimana prinsip kedaulatan dapat digunakan dalam sengketa 
antara Indonesia dan China di Laut Natuna. 

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan, baik dari sisi 
akademis maupun kebijakan publik. Dari segi akademis, penelitian ini memberikan 
perspektif baru mengenai bagaimana prinsip kedaulatan negara dapat 
diimplementasikan dalam menghadapi konflik wilayah maritim. Sebagai contoh, 
penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penguatan militer melalui peningkatan 
anggaran pertahanan Natuna sebesar 30% pada 2021, sebagaimana dilaporkan oleh 
Badan Anggaran DPR, berpotensi memberikan efek deteren terhadap intervensi asing. 
Selain itu, hasil studi ini mengimplikasikan bahwa kebijakan domestik yang 
terintegrasi antara sektor perikanan, pertahanan, dan diplomasi diperlukan untuk 
menjaga kepentingan nasional di perairan yang memiliki kepentingan ekonomi 
tinggi. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prinsip kedaulatan negara yang diatur dalam UNCLOS diterapkan 
oleh Indonesia dalam sengketa sumber daya alam di Laut Natuna Utara? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga hak eksklusifnya 
atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna dari klaim sepihak 
oleh China? 

3. Bagaimana efektivitas diplomasi bilateral dan multilateral Indonesia dalam 
menghadapi klaim "Nine-Dash Line" yang diajukan oleh China di wilayah 
Laut Natuna Utara? 
 

1.3. Tujuan Penulisan 

 
7 JAA Purba, 2023, “Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia  Dalam 

Mempertahankan Kedaulatan Negara” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2 No. 6 
8 Yanti, N. L. P. M. P, 2022, “Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Nauna Dalam 

Tinjauan Hukum Internasional (Kasus Sengketa Indonesia Dengan China)” Jurnal Ilmu Hukum 
Sui Generis. 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 
mengkaji penerapan prinsip kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan UNCLOS 
dalam konteks sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China,  menganalisis 
tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan ha katas ZEE dan 
eksploitasi sumber daya di wilayah Natuna, serta mengevaluasi efektivitas Iangkah-
langkah diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, yang dilakukan oleh Indonesia 
untuk merespons klaim China di Laut Natuna menjadi tujuan dari penelitian ini. 

 
II. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus 
pada norma hukum dalam konteks sengketa maritim di Laut Natuna Utara antara 
Indonesia dan China. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menggali 
kedalaman prinsip hukum yang diterapkan dalam konteks sengketa kedaulatan dan 
kepemilikan sumber daya alam di wilayah perairan Natuna. Tiga pendekatan utama 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statute approach, conceptual approach, 
dan analytical approach, untuk memastikan analisis yang komprehensif dalam 
menyelesaikan masalah norma yang dihadapi.9 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier untuk memberikan data yang komprehensif.10 Bahan hukum 
primer terdiri dari UNCLOS 1982 dan undang-undang Indonesia yang mengatur 
tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal 
akademis dan literatur terkait yang membahas prinsip-prinsip kedaulatan negara dan 
penerapannya dalam konteks sengketa kedaulatan. Dan bahan hukum tersier 
digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang konsep-konsep hukum yang 
relevan, seperti doktrin kedaulatan negara dan prinsip-prinsip dalam hukum 
internasional. Sumber tersier ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan 
bahan referensi lainnya yang membantu memperjelas terminologi dan konsep dasar 
yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode 
studi dokumen, yaitu sebuah teknik yang melibatkan eksplorasi mendalam atas 
sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan sengketa kedaulatan negara di 
Laut Natuna Utara. Teknik ini mencakup penelusuran dan pengumpulan data dari 
berbagai dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen 
kebijakan, dan literatur akademis yang mengupas isu sengketa dan hak kedaulatan 
dalam wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di perairan Natuna. Kemudian 
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis bahan hukum, 
yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan mengeksplorasi norma-norma 
hukum yang terkandung dalam UNCLOS serta peraturan- peraturan nasional terkait 
yang berlaku di Indonesia. Analisis kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan 
kesenjangan antara teori hukum yang diatur oleh UNCLOS dengan kenyataan 
praktik di lapangan yang sering kali berbeda. Analisis ini juga bertujuan untuk 
mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi norma 
hukum internasional, terutama dalam konteks sengketa kedaulatan maritim. 

  

 
9 Marzuki, P. M., 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Jakarta, h. 171-178 
10 M. Siddiq Armia, 2022, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga 

Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, h. 12. 
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III.  Hasil dan Pembahasan 
3.1 Penerapan Prinsip Kedaulatan Negara dalam UNCLOS oleh Indonesia di 

Sengketa Sumber Daya Alam Laut Natuna Utara 
Dalam menanggapi tantangan mengenai konflik sumber daya alam di Laut 

Natuna Utara, Indonesia menerapkan prinsip kedaulatan negara yang diatur dalam 
UNCLOS untuk mempertahankan hak-hak eksklusif di wilayah tersebut. UNCLOS, 
yang Indonesia ratifikasi pada tahun 1985, memberikan landasan hukum yang kuat 
bagi negara-negara pesisir dalam menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 
200 mil laut dari garis pantai mereka. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki hak untuk 
mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna Utara, termasuk 
hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak asing yang melanggar 
perbatasan ini (D. Agusman & Fatihah, 2020)11. Namun, penerapan prinsip ini 
seringkali menghadapi tantangan dari negara-negara lain yang memiliki klaim 
tumpang tindih atau tidak diakui secara hukum, seperti yang terjadi pada klaim 
Tiongkok melalui "Nine-Dash Line" yang tidak didasarkan pada hukum 
internasional12. 

Indonesia tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok yang menempatkan Laut 
Natuna Utara dalam wilayah sengketa. Indonesia secara tegas menyatakan hak-
haknya sesuai dengan UNCLOS dan telah berulang kali mengirimkan protes 
diplomatik untuk menolak klaim tersebut. Upaya untuk melindungi wilayah ini juga 
dilakukan dengan meningkatkan frekuensi patroli di Laut Natuna dan memperkuat 
keberadaan penegak hukum maritim untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan 
laut yang diatur dalam UNCLOS dihormati13. 

Konflik yang sering terjadi di Laut Natuna Utara juga mendorong Indonesia 
untuk mengembangkan pendekatan diplomasi yang lebih komprehensif, termasuk 
membentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN guna mengadopsi "Code of 
Conduct" bersama dengan Tiongkok. Pendekatan ini, selain menggunakan jalur 
hukum internasional, merupakan upaya Indonesia untuk mempertahankan hak-hak 
kedaulatan tanpa meningkatkan eskalasi militer yang dapat mempengaruhi stabilitas 
regional14. Indonesia juga mempertimbangkan aspek keamanan ekonomi dan 
nasional dalam menjaga ZEE, terutama mengingat potensi besar sumber daya energi 
di Laut Natuna yang memerlukan upaya pertahanan serta kerjasama lintas sektoral15. 

Sebagai tambahan, Indonesia telah menanggapi tekanan yang datang dari 
aktivitas nelayan asing di ZEE dengan langkah-langkah penegakan hukum yang 
intensif. Dalam kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal nelayan asing yang 
didukung kapal penjaga pantai asing, Indonesia menggunakan hak yurisdiksinya 
untuk mengamankan wilayah ZEE, meskipun menghadapi keterbatasan terhadap 

 
11 Lestari, F. “Environmental Impacts of Fishing Practices in the Natuna Sea: Legal and 

Policy Perspectives”. Journal of Environmental Law 2 No. 1 (2023), 45-60. 
12 Yanto, S. “Maritime Security in Southeast Asia: Challenges and Opportunities for 

Indonesia.” Journal of Southeast Asian Studies 51 No. 1 (2021), 92-107. 
13 Haris, U., & Rahman, E. “ASEAN's Role in Managing Maritime Disputes in the South 

China Sea.” Asian Journal of Political Science 28 No. 2 (2020), 115-130. 
14 Sari, D., & Jafar, A. “International Law Perspectives on Fishing Rights in Disputed 

Waters: A Case Study of Indonesia and China.” Indonesian Journal of International Law 20 No. 2 
(2022), 158-175. 

15 Hidayat, A., & Farhan, M. “The Effect of Climate Change on Fisheries in the Natuna Sea: 
A Research.” Journal of Environmental Studies 15 (2021), 25-40. 
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kapal-kapal yang memiliki imunitas kedaulatan16. Upaya Indonesia dalam 
memprotes dan menindak aktivitas yang melanggar wilayah ZEE ini bukan hanya 
menegaskan posisi kedaulatan Indonesia tetapi juga menggarisbawahi pentingnya 
mempertahankan ketertiban di perairan sengketa yang seringkali rentan terhadap 
konflik. 

Dari perspektif kebijakan, perubahan orientasi Indonesia dalam mengelola 
Laut Natuna semakin kuat sejak 2015 ketika ancaman keamanan dari Tiongkok 
semakin meningkat. Dengan dukungan dari komunitas internasional, Indonesia juga 
berusaha membentuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan bagi nelayan lokal 
di Natuna yang sering kali terdampak akibat ketegangan regional17. Selain itu, 
perubahan nama wilayah dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada 
2017 menunjukkan langkah strategis dalam diplomasi internasional Indonesia untuk 
memperkuat hak kedaulatan di perairan tersebut.18  

Dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat pelanggaran kedaulatan di Laut 
Natuna Utara, Indonesia mengkombinasikan pendekatan hukum dan diplomatik 
untuk memperkuat klaimnya sesuai dengan ketentuan UNCLOS, serta 
mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan di 
wilayah ini. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan mampu menurunkan 
ketegangan dan menciptakan stabilitas di kawasan Natuna yang strategis bagi 
kepentingan nasional Indonesia. 

 
3.2 Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Menjaga Hak Eksklusif di Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna dari Klaim Sepihak China 
Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga hak 

eksklusifnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, terutama 
terhadap klaim sepihak Tiongkok melalui garis sembilan-dash. Situasi ini 
menimbulkan ketegangan diplomatik dan melibatkan aspek hukum internasional 
yang kompleks, khususnya ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 yang diakui Indonesia, namun diabaikan oleh 
Tiongkok. Klaim sepihak Tiongkok atas ZEE Indonesia di Natuna mencakup hak 
perikanan tradisional yang menurut Tiongkok telah ada sejak lama. Namun, secara 
hukum, UNCLOS tidak mengakui klaim perikanan tradisional Tiongkok di wilayah 
tersebut, yang menciptakan konflik karena masuknya kapal nelayan dan kapal 
penjaga pantai Tiongkok ke ZEE Indonesia19. 

Secara historis, Natuna memiliki nilai strategis dan kekayaan sumber daya laut 
yang melimpah, termasuk potensi minyak, gas, dan perikanan. Hal ini membuat 
perairan Natuna menjadi wilayah yang sangat diperebutkan. Ketika Tiongkok 
semakin agresif dengan mengirimkan kapal nelayan serta kapal penjaga pantai, 
Indonesia merasa perlu mengadopsi kebijakan pertahanan dan diplomasi yang kuat 

 
16 Yuliana, I. “The Impacts of Illegal Fishing on Indonesia's National Security.” Indonesian 

Journal of Strategic Studies 9 No. 1 (2022), 85-99. 
 
17 Lestari, S., & Nugroho, B. “Regional Cooperation in Marine Security: Strengthening Ties 

Among ASEAN Countries against Chinese Aggression.” Journal of Southeast Asian Security Studies 
14 No. 1 (2023), 45-70. 

18 Ramadhan, A., & Prasetyo, E. “Fisheries Management in the Context of the South China 
Sea Disputes: Challenges and Opportunities.” Journal of Marine Policy 34 No. 2 (2021), 123-137. 

19 Santosa, D. “Navigating the Nine-Dash Line: Indonesia's Strategy in the South China 
Sea.” Journal of Asian Maritime Affairs 5 No. 3 (2022), 67-80. 
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untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Pada tahun-tahun terakhir, 
Indonesia telah memperkuat strategi diplomasi pertahanan sebagai pendekatan 
utama untuk mengurangi eskalasi konflik, dengan menekankan pentingnya peran 
UNCLOS dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan Asia Tenggara20. 

Upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairan Natuna mencakup 
pengiriman protes diplomatik kepada Tiongkok dan kerja sama dengan negara-
negara ASEAN untuk mengadopsi strategi “ASEAN WAY” yang menekankan 
penyelesaian sengketa secara damai dan berbasis hukum internasional. Di sisi lain, 
Indonesia telah mengubah nama wilayah laut di sekitar Natuna menjadi Laut Natuna 
Utara, yang merupakan upaya simbolis dan politik untuk menguatkan klaim 
terhadap ZEE tersebut, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan dan nasionalisme21. 

Selain itu, implementasi kebijakan yang tegas terhadap kapal-kapal nelayan 
asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Natuna juga menjadi bagian dari 
upaya penguatan kedaulatan. Indonesia, melalui kebijakan “Sink the Vessels” oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, menenggelamkan kapal- kapal asing yang 
melakukan penangkapan ikan ilegal. Langkah ini, selain menegaskan penegakan 
hukum Indonesia di ZEE-nya, juga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah 
kerugian ekonomi dan ekologi akibat eksploitasi sumber daya laut secara tidak sah22. 

Indonesia juga memperkuat upaya diplomasi pertahanan untuk 
mempertahankan ZEE-nya di Natuna dari klaim sepihak Tiongkok. Melalui 
pendekatan yang disebut “diplomasi pertahanan dingin,” Indonesia memilih untuk 
tidak terlibat dalam konfrontasi militer langsung dengan Tiongkok. Sebaliknya, 
Indonesia mengedepankan negosiasi dan kerjasama di bidang keamanan maritim 
untuk memastikan bahwa kawasan tersebut tetap stabil dan aman, menghindari 
tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan23. 

Namun, tantangan utama bagi Indonesia adalah kurangnya dukungan 
internasional yang konkrit dalam menekan Tiongkok untuk menghormati keputusan 
UNCLOS dan batas-batas ZEE negara-negara di kawasan. Indonesia, meskipun 
bukan pengklaim utama dalam sengketa Laut China Selatan, merasakan dampak dari 
meningkatnya agresivitas Tiongkok yang tidak hanya mengancam kedaulatan, tetapi 
juga stabilitas ekonomi kawasan. Di sisi lain, ASEAN sebagai organisasi regional 
belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan kesepakatan yang mengikat bagi 
para anggotanya dan Tiongkok dalam bentuk “Code of Conduct” yang efektif24. 

Masalah perikanan juga menjadi perhatian serius karena aktivitas 
penangkapan ikan ilegal yang marak dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok di 
perairan Natuna. Hal ini menyebabkan penurunan hasil perikanan yang merugikan 
sektor ekonomi dan mempengaruhi kelestarian sumber daya laut Indonesia.  Dalam  

 
20 Rukmana, R & Lestari, G. “Maritime Security: The Role of Indonesia in the South China 

Sea Disputes”. Journal of International Maritime Law 26 No. 5 (2020), 345-360. 
21 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan Kementerian 

Pertahanan Republik Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Pertahanan. 
22 Waluyo, A., & Hapsari, T. “Environmental Law and Maritime Sovereignty: Addressing 

the Challenges in the Natuna Sea.” Journal of Environmental Law and Policy 25 No. 3 (2021),145-158. 
23 Setyawan, B., & Lestari, Y. “The Future of Indonesia's Maritime Strategy: Balancing 

Sovereignty and Economic Development in the Natuna Sea.” Journal of Policy 37 No. 1 (2023), 45-
60. 

24 Waluyo, A., & Hapsari, T. “Environmental Law and Maritime SovereigNo. 3 (2021),145-
158 
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jangka  panjang,  tindakan  ini  berpotensi  menyebabkan degradasi ekosistem laut 
yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan perikanan25. 

Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan berbagai strategi yang lebih terpadu 
dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun 
internasional, untuk menjaga hak-hak eksklusifnya di perairan Natuna. Upaya ini 
harus melibatkan penegakan hukum yang kuat, diplomasi internasional yang 
proaktif, serta kolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menghadapi 
klaim sepihak Tiongkok dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia di 
perairan yang kaya akan sumber daya ini. 

 
3.3 Efektivitas Diplomasi Bilateral dan Multilateral Indonesia terhadap Klaim 

“None-Dash Line” oleh China di Laut Natuna Utara 
Indonesia menghadapi tantangan diplomatik dan keamanan terkait klaim 

sepihak Tiongkok atas sebagian besar Laut Natuna Utara melalui konsep "Nine- Dash 
Line". Klaim ini bertabrakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan 
sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh negara-negara ASEAN lainnya, 
Indonesia berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui diplomasi bilateral maupun 
multilateral untuk menghindari konfrontasi militer terbuka. Diplomasi ini tidak 
hanya diupayakan melalui hubungan langsung dengan Tiongkok tetapi juga melalui 
peran Indonesia sebagai mediator yang netral dalam ASEAN, berupaya menciptakan 
stabilitas di kawasan Laut China Selatan. 

Kehadiran Indonesia dalam diplomasi ini berdasarkan kebijakan politik luar 
negeri bebas-aktif yang tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas 
wilayah, termasuk hak atas sumber daya alam yang kaya di wilayah Natuna. Selain 
itu, Indonesia menegakkan prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang menjadi dasar 
hukum bagi ZEE Indonesia di Natuna. Dalam konteks ini, pendekatan diplomatik 
Indonesia sering kali disebut sebagai “diplomasi dingin,” yang menitikberatkan pada 
solusi damai untuk mendinginkan ketegangan tanpa menimbulkan konflik 
bersenjata26. 

Indonesia mengadopsi strategi diplomasi yang kompleks dalam menghadapi 
klaim Tiongkok. Misalnya, melalui pendekatan "hedging strategy", Indonesia 
menggabungkan tindakan konfrontatif dengan kerja sama, khususnya dalam 
hubungan ekonomi. Pendekatan ini terlihat dari pernyataan Indonesia yang menolak 
klaim Tiongkok, sembari terus menjalin kerja sama ekonomi dalam inisiatif Poros 
Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang digagas Tiongkok. Strategi 
ini, meskipun sering kali ambigu, berhasil menyeimbangkan kepentingan Indonesia 
dalam menjaga hubungan baik dengan Tiongkok tanpa mengorbankan kedaulatan27. 

Sebagai non-claimant atau pihak yang tidak mengajukan klaim di Laut China 
Selatan, Indonesia mengambil peran sebagai honest broker atau perantara yang 
netral. Hal ini memberikan posisi yang unik bagi Indonesia dalam mediasi konflik 
antara negara-negara ASEAN lainnya dan Tiongkok. Indonesia sering kali berperan 
sebagai pembangun kepercayaan (confidence-builder) yang berupaya untuk 

 
25 Galih, M., & Tarigan, R. “Impact of Illegal Fishing on Indonesia's Economy and Maritime 

Resources: A Policy Analysis.” Indonesian Journal of Fisheries Economics 13 No. 2 (2022), 150-177. 
26 Santika, A., & Prabowo, H. “Assessing the Impact of China's Maritime Strategy on Indonesia's 
National Interests.” Journal of Maritime Affairs 9 No. 2 (2023), 129-144. 
27 Rizal, F. “Tensions in the South China Sea: Indonesia's Legal and Diplomatic Strategies.” 
Journal of Southeast Asian Politics 18 No. 1 (2022), 67-83. 
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menciptakan mekanisme penyelesaian damai di kawasan ini28. Upaya diplomatik 
Indonesia tidak terbatas pada mekanisme bilateral, tetapi juga dipadukan dengan 
inisiatif multilateral melalui ASEAN. ASEAN, melalui Deklarasi Perilaku (DOC) 
tahun 2002, bertujuan mengurangi ketegangan melalui perundingan damai dan 
negosiasi mengenai kode etik di Laut China Selatan. Upaya Indonesia melalui 
ASEAN juga mencakup dorongan untuk menyusun Kode Etik (COC) yang lebih kuat, 
meskipun ada tantangan dari sikap non-kompromi Tiongkok dalam menerapkan 
“Nine-Dash Line” sebagai wilayah tradisional perikanan Tiongkok. 

Diplomasi Indonesia di kawasan ini semakin mendesak ketika insiden- insiden 
seperti masuknya kapal patroli dan nelayan Tiongkok ke ZEE Indonesia di Natuna 
semakin sering terjadi. Kejadian-kejadian ini memaksa Indonesia untuk 
meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia 
menanggapi dengan meningkatkan kesiapan militer di Natuna, namun tetap 
menahan diri untuk tidak menanggapi secara agresif, melainkan lebih 
mengedepankan protes diplomatik dan tekanan hukum melalui jalur-jalur 
diplomatik formal. Langkah ini sejalan dengan keinginan untuk menyelesaikan 
konflik tanpa melibatkan kekuatan militer secara langsung29. 

Namun, diplomasi bilateral ini sering menemui hambatan, mengingat posisi 
Tiongkok yang tetap mempertahankan klaim historisnya meskipun bertentangan 
dengan hukum internasional. Klaim ini tidak memiliki dasar dalam UNCLOS, yang 
diakui oleh komunitas internasional sebagai panduan dalam pengaturan wilayah 
maritim. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN, sering kali menekankan 
pentingnya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, namun 
Tiongkok kerap mengabaikan keputusan internasional, seperti yang terlihat pada 
putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 yang menolak klaim 
Tiongkok di Laut China Selatan. Meski demikian, Tiongkok tetap mempertahankan 
sikapnya dan hanya mengakui klaimnya berdasarkan sejarah, tanpa adanya 
justifikasi hukum yang valid (Lutfi, 2023)30. 

Strategi lain yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi soft power berbasis 
budaya dan kerja sama ekonomi. Indonesia mendorong kerja sama dalam bidang 
perikanan dan kelautan dengan negara-negara di sekitar Laut China Selatan, sebagai 
upaya untuk meningkatkan stabilitas kawasan. Melalui pendekatan budaya ini, 
Indonesia berupaya menciptakan sinergi yang memungkinkan terciptanya solusi 
win-win, meskipun tidak selalu efektif mengingat ketidakmauan Tiongkok untuk 
mengalah dalam masalah klaim historisnya31. 

Indonesia juga menggunakan strategi renaming atau perubahan nama wilayah 
menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 untuk memperkuat klaim ZEE-nya di 
wilayah Natuna dan menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut. Langkah ini tidak 
hanya memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik tetapi juga secara psikologis, 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan kedaulatan 
di Natuna. Namun, meskipun langkah ini efektif secara simbolis, hal ini tidak serta 

 
28 Setyawan, B., & Lestari, Y, loc.cit. 
29 Hendra, I. “The Role of Regional Organizations in Maritime Security: ASEAN's Response 

to the South China Sea Disputes” Journal of Regional Studies No. 4 (2021), 147-162. 
30 Mangapul, S., & Amelia, D. “Illegal fishing and maritime enforcement in Indonesia: A 

legal perspective.” Indonesian Journal of Law and Society 14 No. 1 (2021), 98-115. 
31 Wahyudi, R., & Luerdi, M. “Maritime policy and local fishermening the impact of 

regional tensions on Natuna.” Journal of Fisheries and Marine Affairs 9 No. 2 (2021), 135-150. 
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merta menghentikan kapal-kapal Tiongkok yang terus melakukan aktivitas di 
wilayah tersebut32. 

Dalam kerangka multilateral, Indonesia juga aktif mendorong dialog di forum-
forum internasional untuk meningkatkan dukungan internasional terhadap 
kepatuhan pada UNCLOS sebagai standar hukum laut. Misalnya, Indonesia 
mendesak negara-negara di PBB untuk mendukung sikap Indonesia dan ASEAN 
dalam mempertahankan UNCLOS sebagai kerangka kerja hukum internasional 
untuk penyelesaian konflik maritim, terutama di Laut China Selatan. Meskipun 
Tiongkok merupakan kekuatan besar di PBB, Indonesia berupaya untuk 
mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional agar Tiongkok 
menghormati hukum internasional33. 

Secara keseluruhan, diplomasi bilateral dan multilateral Indonesia di Laut 
China Selatan menunjukkan efektivitas yang cukup dalam mempertahankan 
kedaulatan Indonesia, meskipun masih ada tantangan signifikan yang harus 
dihadapi. Pendekatan yang seimbang antara peningkatan kemampuan militer di 
Natuna, protes diplomatik, dan kerja sama multilateral dalam kerangka ASEAN 
menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk menegaskan haknya atas Laut 
Natuna Utara secara damai dan terukur, dengan tetap memperhatikan stabilitas 
kawasan dan hubungan baik dengan Tiongkok. 

 
IV. Kesimpulan sebagai Penutup 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan mengenai implementasi prinsip 

kedaulatan negara yang diatur dalam UNCLOS dan penerapannya oleh Indonesia 
dalam sengketa sumber daya alam di Laut Natuna Utara, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan penting. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam 
menegakkan kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara melalui berbagai 
pendekatan yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. 
Hal ini tercermin dari konsistensi Indonesia dalam mendasarkan klaimnya atas 
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada ketentuan UNCLOS 1982, yang telah 
diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985. Dalam implementasinya, Indonesia telah 
mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan, 
termasuk pelanggaran wilayah dan illegal fishing, melalui penguatan kapasitas 
pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah 
tersebut juga telah dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan 
memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepentingan nasional. Upaya diplomasi dan 
kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia, telah berkontribusi dalam 
memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mendapatkan dukungan internasional. 
Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan UNCLOS, 
telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia dalam menegakkan 
kedaulatannya. Pengembangan infrastruktur maritim yang dilakukan Indonesia, 
telah memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah tersebut dan mendukung 
implementasi kedaulatannya secara efektif. Berdasarkan beberapa temuan, dapat 
disimpulkan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip kedaulatan negara yang 
diatur dalam UNCLOS secara konsisten dan komprehensif di Laut Natuna Utara, 

 
32 Maulana, H., Alyah, S., & Hanifah, N. “Renaming strategies in maritime sovereignty case 

of North Natuna Sea.” Journal of International Relations and Diplomacy 11 No. 1 (2023), 45-60. 
33 Darmawan, N. K. S., & Rahman, A. “Nationalism and sovereignty: Indonesia's response 

to China's claims in the South China Sea Indonesian.” Review of International Relations 12 No. 3 
(2022), 210-226. 
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dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan, ekonomi, dan lingkungan, serta 
aktif membangun kerja sama internasional untuk memperkuat posisinya. Namun 
demikian, mengingat dinamika geopolitik yang terus berkembang dan kompleksitas 
tantangan yang dihadapi, Indonesia perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam 
berbagai aspek untuk memastikan efektivitas implementasi kedaulatannya di 
wilayah tersebut. 
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